
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 12 TAFTUM 2fr27

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 9 TAHLTI 2O1I

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUErERNI]'K BE}TGKULU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (21,

Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal
29 *yat B-),. Pasal 3-4 *yre"J, {:Il, datu Pasa.L 36- ayat (,3) Peraturar.r
Daerah Provinsi Bengt<ulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2Ol1
tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 20ll
tentang Retribusi Jasa Umum.

1'. Undang-Undang Nomor g'Tahrm 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengki*la {Iemaaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;

2- Uradang-U.rdang Nsaaor 28- Tahr*n 20fi9- tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 130, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahaa Dasralr {,Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang.Undang Nomor 23
Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

Mengingat
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4.

5.

peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang

berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967

i""t "S 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi

g;;g[ir" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

196d Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 285fl;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun

2}fi tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah

Jrut*n terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 6 tahu', 2o2a tentang Perubahan

Xetila Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor

9 Ta]run 2}ll tentang Retribusi Jasa Umum'

MEMUTUSKAN:

PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH
PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu'
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah

Provinsi Bengkulu.
3. pemerintah Kabupaten/Kata adalah Pemerintah

KabupatenlKotadalamlingkupProvinsiBengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Bengkulu.
6. Badin adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu.
T.DewanperwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Bengkulu'

g. pejabat adalah fegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-

Undangan Yang berlaku'
g.Badanadalah-sekumpulanorangfataumodalyang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupunyangtidakmelakukanusahameliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

iainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)' atau

Bad.anUsahaMilikDaerah{BUMD)dengannamadan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumprllan, yayasan'

Lrganisasi massa, organisasi sosial politik, atau
or[anisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
ter-masuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.
10. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut

PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi

Bengkulu v""s melakukan pemungutan retribusi
sesuai bidang dan kewenangannya'

Menetapkan
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sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dafl atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda.
25. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang

digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
p"ihit rngan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut Peraturan retribusi.

26. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat ssRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

*"rggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara- lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur'

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

28. 
-Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang'

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang
memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

30. surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat
Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi daerah yang telah ditetapkan'

31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya
kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi
*."r"i dengan surat Ketetapan Retribusi Daerah dan
surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas

Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk
dengan batas waktu yang telah ditentukan'

32. Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu
dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi seba[ai pengganti Surat Ketetapan Retribusi
Daerah.

33. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian
kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali
dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran
yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk

-"n b.yu.r retribusi sesuai dengan jumlah retribusi
yang terutang.

34. 
-Uta;g 

Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi
atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada surat
Tagihan Retribusi Daerah, surat Ketetapan Retribusi
Dalrah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum
kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih
terutang.
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11. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya
disebut repala PD Pemungut adalah Perangkat
Daerah Piovinsi Bengkulu yang melakukan
pemungutan retribusi sesuai bidang dan
kewenangarrr.rya.

12. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut adalah

unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah
provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan
retribusi sesuai bidang dan kewenangallnya'

13. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Kabupate n / Kota. di Provinsi Bengkulu'

14. Jasa 
^ 
adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan'

15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tduan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
ainit<mati oleh orang pribadi atau badan'

16. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian ^-izin 
tertentu

y^r* i.hrr"rr= disediakan dan/atau diberikan oleh

iremerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

17. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tduan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.waSlt Retribusi adalah orallg pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-und'angan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayalan
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi tertentu.
18. Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta adalah

pungutan daerah atas pembuatanlcet'ak yang

dit"iit u.r, oleh pemerintah daerah kepada orang
pribadi atau badan.

19. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pelayanan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh
pemerintah daerah.

20. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
termlsuk pemungut atau pemotong Retribusi
tertentu.

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yangmerupakanbataswaktubagiWajibRetribusi
untuk memanfaatkan jasa dan petrzinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Waiib Retribusi
serta pengawasall penyetorannya.

23. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah selanjutnya
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh
wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi
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35. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya
disebut Insentif *a*urt tambahan penghasilan dalam

bentuk uang diberikan kepada Instansi yang

melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas

kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
retribusi.

36. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh

sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu
perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan

atassyarat-syaratyangditentukanolehundang-
undang.

37. pendafiaran dan Pendataan adalah serangkaian
kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta
peiatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi
d"rrg"r, cara p"ry.*paian Surat Tagihan Retribusi
naeiafr kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara

lengkap dan benar.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun

dan mengolah data, keterangan, danfatau bukti yang

dilaksanikan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangkamelaksanakanketentuanperaturan
perindang-undangan perpaj akan daerah dan retribu si

daerah.
39. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan

daeiah dan retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untu]< .mencari seta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasa1 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:
a. retribusi penggantian biaya cetak peta;dan

b. retribusi pelayananan pendidikan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan
menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut'

Kepala PD
untuk:

Pasal 4

pemungut bertugas dan bertanggungjawab

a. mengusulkan Bendahara Penerima danlatau
Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan
dengan KePutusan Gubernur;
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b.
c.
d.

melakukan inventarisasi obyek retribusi;
melaksanakan pemungutan retribusi;
melaksanakan koordinasi dalam
pemungutan retribusi; dan

e. -.rry**paikan laporan pelaksanaan tugas

sebagaimanadimaksuddalamhurufbsampaidengan
huruf d kePada Gubernur.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata carapemungutan retribusi meliputi:
a. pendaftat"t d"t pendataan obyek retribusi;
b. penetaPan retribusi;
c. penagihan retribusi;
d. pembayaran retribusi; dan
e. pembukuan dan pelaporan retribusi'

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Obyek Retribusi

Pasal 6

wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi
aari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan
mengisi formulir sPoRD serta menyampaikan SPTRD

atau dokumen lain yang dipersamakan atau

mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis

obyek retribusi.

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah'

Formulir SPORD dan SPTRD atau dokumen
lain yang dipersamakan atau surat permohonan

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan
jehsllengkap dan benar serta ditandatangani oleh

pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada
petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk
Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut'

Bentuk formulir sPoRD dan sPTRD atau dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
paaa-ayJ 1t1 sebagaimana tercantum dalam
Lampiian I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau
dokimen lain yang dipersamakan atau surat permohonan
sebagaimana aimat<sua dalam Pasal 6 ayat (3) paling
lambi.t 5 (lima) hari ke4'a terhitung sejak penerimaan
formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan
atau surat permohonan oleh wajib retribusi'

melakukan

(1)

(2)

(3)

(4)
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(u

{2)

Bagian Kedua
PenetaPan Retribusi

Pasal 8

Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang

dipersamakan atau suratpermohonansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan retribusi
terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen

lain yang diPersamakan.

Apabila tedadi kelalaian dan/atau keterlambatan
pE"V"*paiai kembali SPTRD atau dokumen lain
y""L dipersamakan dari wajib retribusi, maka PD

Pemungutyangmelakukanpemungutanretribusi
*"r-,."rbitk"r',. Sfnn dengan ketetapan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan
aata baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yangmenyebabkan penambaharr jumlah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan

SKRDKBT.

(4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih

lanjut oleh KePala PD Pemungut'

(5)SKRDd,an/atauSKRDKBTditandatanganioleh
petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD

Pemungut.

(6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana_ dimaksud pada\-' 
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yarrg merufakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 9

Kepala PD Pemungut dan/atau UPTD pemungut dapat

menerbitkan STRD .tau dokumen lain yang dipersamakan
apabila:
*. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, dan

SKRDKBT *"t"urr jatuh tempo pembayaran tidak
dibayar;

b. dari hasil penelitian sPTRD atau dokumen lain yang

dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran
setagai akibat salah tulis danf atau salah hitung; dan

c. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa
bunga.

(3)
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(1)

Pasal 1O

Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan
dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9, antara lain:
a. karcis;
b. kupon; dan
c. kartu langganan.

Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
p"r*"trir"tt Gubernur sebagai sarana pemungutan

Retribusi Daerah.

sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ay at (21 sekurang-kurangnya memuat:

a. logo pemerintah daerah;
U. nama badan/dinas/unitlsatuan kerja pemungut

retribusi daerah;
c. nomor dan seri;
d. nilai nominal; dan
e. nomor dan tahun peraturan daerah'

sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pu-au- ayat (1) dinyatakan sah

penggunaannya setelah dibubuhi cap oleh Badan

FenStolau.t K.uu.t gan Daerah Provinsi Bengkulu'

Setiap Badan/Dinas/Unit/Perangkat Daerah
p"*rrg.rt retribusi daerah harus mengajukan
permintaanSaranapemungutretribusi-daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala

Badin pengelolaan Keuangan Daerah dan permintaan
tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang

diperlukan;
b. nilai nominal;
c. nomor dan seri; dan
d. keterangan lain bila dianggap perlu:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat,
membukukan sarana pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada
badan/ dinas/ unit/ satuan kerja pemungut retribusi.

Pasal 1 1

(1) Pengeluaran Surat Peringatan atau surat
yang seJenls dikeluarkan segera seteiah 7 (tujuh)
sejak jatuh temPo PembaYaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang'

Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut dan/atau
UPTD Pemungut.

Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

(2)

(3)

(4)

(5)

{2t

(3)

(6)

lain
hari

(4)
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(1)

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagran KeemPat
PembaYaran Retribusi

Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara

tunai/lunas.
Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan

retribusi diberikan.

Jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 2

(dua) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau

dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan'

Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain
yang d.ipersamakan, wajib retribusi membayar

ietribusi kepada Bendahara Penerimaan atau

Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD dan UPTD

Pemungut.

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
penerimaan Pembantu PD Pemungut membuat Tanda

Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk
diberikan kepada wqiib retribusi'

Bendahara Penerimaan d8dr:l atau bendahara
penerimaan pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja

Iejak ,"rrg 
-k ." diterima, wajib menyetorkan hasil

pJnerima*, R"trlbusi ke Rekening Kas Umum Daerah
pada PT. Bank Bengkulu.

Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
dengan menggunakan Formulir Surat Tanda setoran
yan; dibuat iingkap 6 (enam) masing-masing untuk:
a. Lembar l"

b. Lembar 2
c. Lembar 3

d. Lembar 4

e. Lembar 5
f. Lembar 6

KASDA;
Fungsi Pembukuan/Akuntan;
Bendahara Penerimaan dxr/

atau Bendahara Penerimaan
Pembantu;
PT. Bank Bengkulu Cabang

TJ tama I Cabang Pembantu ;

PD Pemungut /UPTD Pemungut;
Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Bengkulu.

{2)

(3)

(4)

(5)

(6)

{71

(B) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang

ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus
diset6r ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1

(satu) hari kerja teihitung sejak penerimaan retribusi
dengan mengisi fomulir surat setoran Retribusi
Oaeiah (SSRD) atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat

*'^kt, yat g dilentukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4, *.t. dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua

persen) dengan menerbitkan STRD'

(e)
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(10) setiap PD Pemungut wajib menatausahakan
peneii*ur-t dan pen-v-etora-n serta-

mempertanggunflauabkan pembavaran retrtbust

*" 
"rrii 

keteniuan peraturan peru n<iang- u nciangan.

(11)BentukformuiirTandaBuktiPembayaran,Surat
Tand.aSetoi.an,SSRDdanS?RDsebagaimana
tercantum daiarn Lampiran lV j/ang merupa-kan
1-- -:--.- ti.-1 -1- '-'---'i----1.'! -:;-. l^--: D---:--i-:':'r-- n "L^'---'-'-
rJd.E;id.1, r,-E'f, iei.pisaiiKaii 0ai.i i.L.iciLLtrji:til \luiJUitjif,I

ini.

Pasai 13

Yiepaia ,Dt) .-'emu-ngut, atas ifaiiia Gubernu-r d'apat

nicrrrber.ikarr iziri perir'oa-vararr secai=a ailgsttl"ali
maupun penundaan pemba5'a121n kepada Wajib

Retribusi dengan alasan yang dapat

d.i pertan ggu ngj ar-"abhan .

Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara

angsuran maupull perrundaan pembayaran

ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut'

Pasal 14

Pemberiaa lziti plern-*halraran seca-i:a angsl-iran

sebagainiana riirnaksud riaiani pasai i3 uyat (i)
diberlkan kepada waJib Retribusi paling banrysft 2

(c1ua) kali pembayaran dalam jangka waklu- paling

iu.*= 3C (tiga puluh) hari sejah dit'erbitkan SKRD'

Pemberian izin pembayaran secara angsuran
sebagaimaira dimaksud pada ayat (1) diberikan atas

ketetla.pan retribusi senilai di atas Rp. 500.000,- (iima

ratus ribu ruPiah).

Ferrrl:er-iar: rzitt L-eirrirldaafi. peniba,;rarar: reii{l-usi
^^tr-^^^ia^n^ |i--1'-,,J 411Icr -^^^1 1,) ^'-^tr l1\ L^-' ^
uL uabqirrr*,.* -iiniii(SuiU iiii;'iiij'i piiJiii i v iii;L \ i i irs-rrJ a

diber]kan seiama 14 {empat belas) hari sejak

diterbitkan SKRD.

pemberian rzin penundaan pembaYaran retribusi
sel--ra-gaima-na dimaksr-rd pada- a;zat ('3) diberika-n atas

t<eteti.pan retrrbusi senilai di atas Rp. 25U.0O0,- (dua

ratus lima Puluh ribu ruPiah).

Pengajuan permohonan tzin pembayaran secara

*rrgf-*t*- dan penunCaan pemba;'aran retribu=i
seiagaimana ciima-ksud daiam pasai i3 ai'at (1)
ljl-1=.,1-^.- .--Ij--- 1---''1-^.+ r.! /1"-\ 1----i ^-r-1-l-
Llird.i\iJi\d-rr Froiiilg i&ii'iD&i i (Gual iid'i I suLciir'ir

diterbitkannva SKRD-

Bagian Kelima
T a=t-a eara, Pemhttkr-r a n el an PeI apora-n Ret-ri'bu si

Pasal 15

PD Pemungut melakukan pembukuan atas
SKRDKBT dan STRD i'ang diterbitl'ran.

arsip Dokumen yang teiair clicatat tersenciiri
setiap jenis datr disusurr secara berurutarr
tanggai pener'tritan dan nomornya'

SKRD,

untuk
.. - .. - .:sesuar

i2l

rt ir rl

(2]

(4)

(5)

(1)

(2i
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(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penetapan, penerima"an* penyetoran,
tunggakan per jenis retribusi dan secara berkala
dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan,
penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi.

Pasal 16

Laporan penetapan, th.poran penerimaan dan penyetoran,
serta laporan tunggakan per jenis retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat {3), diatur sebagai berikut:

a. Bendahara penerimaan pembantu pada UPTD
Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi
seiiap bulan paiing iambat tanggai 2 (dua) buian
berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari
hasil penetapan, realisasi penerimaan dan penyetoran
serta tunggakan per jenis retribusi yang dikelola
kepada Bendahara Penerimaan PD Pemungut dan
tembusan laporan kepad,a Kepala PD Pemungut;

b. Bendahara penerimaan pada PD Pemungut setiap
bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya
wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil
perretapan, reatisasi pe"nerirnaan dlrn penyetoran serta
tunggakarl _per jenis retribusi yang dikelola kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Bengkulu;

c. Kepala Badan Pengglolaan Keuangan Daerah Provinsi
Bengkulu setiap bulan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya wajib melaporkan
penerimaan retribusi dan tergabung dalam laporan
pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur;

d. bentuk iormulii taporan penetapan, Iaporan
penerimaan dan penyetoran serta laporan tunggakan
sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

D D \./UI1D Y

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasai 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
menggunakan dan/atau memakai jasa objek retribusi.

P.asal-1-8-

Saat retribusi terutang adaJah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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(1)

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN

KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 19

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pembetulan SKRD dan STRD yang dalam

penerbitannyaterdapatkesalahantulis'kesalahan
trit rttg dan/atau kekeliruan dalam pemungutan

retribusi.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

penghapusan atau pengurallgan sanksi administratif

berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang

da1; ha1 sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian

WajibRetribusiataubukankarenakesalahannya.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi

yang tidak benar.

Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan'

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif

dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan seeara tertulis

oleh wajib retribusi kepada Kepala PD dan UPTD

Pemungut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan

alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung

permohonannYa.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut

p"tirrg lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan

diterima.

Apabila setelah lewat 3 ttiga) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Kepala PD Pemungut tidak

memberikan keputusan, maka permohonan

pembetulan, pengurallgan ketetapan, penghapusan

ataupengurangansanksiadministratifdan
pembatalan dianggaP dikabulkan'

Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan'

penghapusan atau pengurangan sanksi adminstratif

d* p"*batalan retribusi tidak menunda pembayaran

retribusi.

(2\

(3)

(4\,

(s)

(6)

(71
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BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

keberatanataspenerbitanSKRDataudokumenlain
yang dipersamakan, dan SKRDKBT kepada Kepala PD

dan UPTD Pemungut'

(2lPermohonankeberatansebagaimanadimaksudpada
ayat (1) diajukan secara tertulis dengan Bahasa

Indonesia disertai dengan alasan yang jelas paling

lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen

lain yang d'ipersamakan, SKRD secara jabatan dan

SKRDKBT diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut

tidakdapatdipenuhikarenadiluarkekuasaannya.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribusi.

(4) Kepala PD dan UPTD Pemungut harus memberikan

keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling

lama6(enam)bulansejaktanggalsuratkeberatan
diterimadenganmenerbitkanSuratKeputusan
Keberatan.

(5) Keputusan Kepala PD dan UPTD Pemungut atas

keberatandapatberupamenerimaseluruhnyaatau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya

retribu si Yang teru+.ang'

(6) Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala PD dan

UPTDPemunguttidakmemberikankeputusan,maka
permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2 1

Wajib Reribusi mempunyai hak atas perhitungan

pengembalian pembayaran retribusi dan dapat

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi kepada Gubernur'

Surat permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi paling sedikit memuat:

a. narna dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
c. jumlah Pengembalian;

(1)

(21
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d. bentuk Pengembalian; dan
e. bukti PembaYaran retribusi'

(3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulansejakditerimanyapermohonanpengembalian
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan

kePutusan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur tidak

memberikan keputusan, maka permohonan

pengembaliankelebihanpembayaranretribusi
aiu.rrggu.p dikabulkan dan dan dalam jangka waktu

palinglamal(satu)bulanharusditerbitkanSKRDLB.

(5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi

lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman

dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan

untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi

tersebut.

(6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi harus diherikan

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar'

(TlApabilapengembaliankelebihanpembayaranretribusi
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak

diterbitkan,SKRDLBKepalaPDdanUPTDPemungut
memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o ldua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembaYaran retribusi.

(8) Pemberian imbalan bunga 2o/o (dua persen)

sebagaimanadimaksudpadaayat(Tl,dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Provinsi Bengkulu.

Pasal22

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan

d.engan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2l ayat (5) maka pembayarannya dilakukan dengan

cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan

berlaku sebagai tanda bukti pembayaran'

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika

w4jib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.
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(2| Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi

baik langsung maupun tidak langsung'

Dalam ha1 diterbitkan surat teguran sebagarmana

dimaksud pada ayat (21 huruf a, maka kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat

teguran tersebut.

pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf

b, wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang retribusi dan belum

melunasinYa;

pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara

tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penund'aan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh wajib retribusi'

Pasal 24

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagt

karenahakuntukmelakukanpenagihansudah
kedaluwarsa daPat dihaPuskan'

Kepala PD Pemungut dan PD yang melakukan

pemungutan retribusi daerah mengajukan

penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Gubernur.

Penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'

BAB X
INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 25

pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut

Retribusi Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah, Sekretaris Daerah dan pihak lain yang

membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi

Daerah diberikan insentif sebesar 37o (tiga persen)

dari capaian target penerimaan retribusi'

Besaran insentif dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

berkenaan dan dijabarkan secara triwulanan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Pemungut'

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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(3) Besaran insentif yang diba3rarkan kepada Pejabat dan
Pegalvai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Sekretaris Daerah, dan pihak lain yang membantu
instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB Xi
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2An Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa
Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3

Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan,
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2O1L

Tentang Retribusi Jasa (Jmum, Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2OlL Tentang Retribusi Jasa
Usaha Dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
11 Tahun 2O7l Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 20)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Mei 2O2l

GUBtrRNUR BENGKULU,
ttri.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkuiu
pada tanggal25 Mer 2O2l

StrKRtrTARIS DAERAH, PROVINSI BENGKULU,
L tu.

HAMKA SABRI
BtrRITA DAtrRAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KtrPALA BIRO HUKUM DAN

MANUSIA
N DAN KtrSRA,

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


LAMPIRAN I

PERA?URAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR i2 TAHUN2o21
TtrNTANG

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAIY PERA,TURAN DAERAH
PROVINSI BEIIGKULU NOMOR 9 TAHUN 201]
TBNTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A

Dengar1 menyadari sepenuhnya akaI1 menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkal pemeriksaan danpersaratarr-persyaratan adm'inistrasi termasuk sanl<si-sanksi sesuai dengan t.t"nturo*p"runda,g-undangan yang berlakuterhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Retribusi yang diminta : (diisi oleh
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SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH ISPTRDI

Kepada

Yth. Kepala

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama

Alamat

Apabila permohonan dikabulkan ftam.i sslggqp membayar Retribusi sesuai : Sebagaim2la diatur da-lam pBppA provinsi

serta menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan - persyarata, arrmini"1.."itermasuk sa,ksi-sa,ksi sesuai dengan ketentua'perundang-unda.gan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Memberitahuka, bahwa k:mi msng2jukan permohona. (pemakaian/pemanfaat a, izin).........

......... berupa:

Obyek Retribusi : .................

Luas / Jumlah

Jangkawaktu

Kemudian atas perkenaannya kaani ucapkal terima kasih.

Diterima tanggat

Dikembalikan tanggal :
:

Wajib Retribusi;

Keteranqan

Lembar I : Untuk PD Pengelola / pemungut

Lembar lI : Untuk Waiib Retribusi

HUKUM DAN

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

DAN KESRA,

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAMA PD ..............
Nomor :

Masa Retribusi :

Tahun Retribusi :

Muda
NIP.196{ I oo2

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


LAMPIRAN I]
PERATURAN GUBERNUR BEiVGKULU
NoMoR I.L TAHUN 2021
TBNTANG
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROViNSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RtrTRIBUSI JASA UMUM

BBNTUK F'ORMULIR SURAT KETERAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Nomor I

NAMA PD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRDI

Nema
Alamat
NPWRD

I DDtrtrDA\/ADAIIr. rDlvlDdldl6l\

1. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah lewat Bendahara peneriraaan dal/atau
Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD yang meiakukal pemungutan Retribusi Daerah.

2. Keterlambatal pembayaran dapat dikenakan sarksi arlministrasi berupa bunga sebesar 2%r perbulan.
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (duai hari setelah tanggal SKRD / SKRDKBT diterbitkan.

NIP.

") PD / Unit Keq'a
Keterangan
Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar I : Seksi / Petugas PD Pemungut yarg menangani retribusi
Lembar I : Arsip

dengan aslinya
HUKUM DAN

GUBERNUR BENGKULU
DAN KESRA,

.,M.H

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH
Muda

199303 1 002

Plt.
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LAMPIRAN III
PBRATURAN GUBERNUR BENGKUI,U
NOMOR t2 TAHUN 2021
TENTANG
PtrR{TURA,N GUBER|{UR BENGKULU TE}{TANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 20I I
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK FORMULIR SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NAMA PD

NPWD/NPWRS *) :fT-l rT_l
Kepada

Yth

di .....

SURAT PERINGATAN
Nomor:

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09, maka
dim jnfa kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 {delapan) hari setelah Surat Teguran irri.

Dalam ha1 Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada ka:rri.

Bengkulu,

dengan aslinya
(Namai

NIP

GUBERNUR BENGKUT U

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

HUKUM DAN
SIA

DAN KESRA,

Retribusi Tatrun
Nomor dan Tanggal

SKRD, STRD
Talggal Jatuh

Tempo
Jumlah Tunggakarr

Rupiah

Jumlah

'/
Plt.

HAK
ASISTEN

x

\ \R
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LAMPIRAN IV
PBR{TURAN GUBERNUR BENGKULU
NoMoR 12 reriuN zozr
TtrNTANG
PERATURAN GUBER}.IUR BENGKULU TENTAi{G
PtrTUNJUK PELAKSAN,{A.N PERATURAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 201 ]
TBNTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. BENTUK FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Nomor :

NAMA PD

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Retribusi

Telah terima dari Wajib Retribusi :

1. Nama :

2. ATamat

3. Jumlah Uang

4. Untuk membayar

5. Obyek Retribusi

Jumlah '.

(dengan huruf)

Retribusi
Dasar Peraturan Daerah. Provinsi Bengkulu No ....................... Tahun.
Tentang

Nomor SKRD .

Tanggal :

Bengkulu,

Bendahara Penerimaan I
Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP.

Wajib Retribusi
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
Seksi / Petueas PD Pemungut yans menansali retribusi

RD 03

Wajib Retribusi

Keterangan
Lembar I
Lembar II
Lembar II

Model

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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SURAT TANDA SETORAN
STS No.

No. Rekening.

Harap diterima Uang sebesar :

(dengan hurul) :

Penerlmaan:

Kode Rekening Uraian Rincial Obyek Jumlah (Rp)

TOTAL

Pemegang Kas Penerima Pemegang Kas Daerah

MENGtrIAHUI
Kepala

NIP.

NiP.

Tembusan:
Lembar 1 : KA,SDA

Lembar2 : Fungsipembukuan/Akuntan
Lembar 3 : Bendal-rara penerimaal danf atau Bendahara penerimaan pembantu
Lembar 4 : PT Bank Bengkulu Cabang Utarrra / Cabang pembantu
Lembar 5 : PD/UPID pemungut

Lembar 6 : Badan pengelolaan Keuangan Daerah provinsi Bengkulu

Catatan:

Formulir ini digunakan oleh setiap Unit organisasi untuk menyetor pungutan daerah {pajak Daerah, RetribusiDaerah' darr Penerimaan Daerah Lainnya) kepada Pemegang Kas setiap Uni.t organisasi.

NIP,
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C. BBNTUK FORMULIR SURAT SE"TORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMtrRINTAH PROVINSI BtrNGKULU
L\4.\1N TU

SSRD
( SURAT SETORAN

Kr. Il(lt1LJl UALK--\Fl,
TAHUN

Menyetor berdasarkan *) 
:*:
:

SKRD STRD RUTIN
Bulan......... Ta1-un......... No. Urut
Kegiatarr

Nc Ayat Jenis Retribusi Daerah Jumlah Ruoiah

Dengan humfl

lJumlah Setoran Retribusi I

Ruang untuk teraa-rr
Kas Register I Tanda tangan

Petugas Penerima

Diterima oleh
Petugas tempat pembayaran

Tanggal :

TandaTarrgan :

Narrla Jelas :

Bengkulu

Penyetor,

*) beri tanda pada kotak sesuai dengan keterrtuan yang dimilikiE
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PE\,{ERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAI\TA PN

STRD

{

SU

Masa Retribusi

Tahun

Nomor Urut

Nama
Alamat :

NPWRD :

Tanggal Jatutr Tempo

I. Berdasa
rkan
Ayat Retribusi
Nama Retr:ibusi 'ffi

1I. Dad
oeneliti

1. Retribusiyang kurang dibayar
2. Sanksi Administrasi

a Bunga Pasal 160 (3)

3. Jumlah yang masih harus dibayar (l+2a)

Dengaa Huruf
PERHATIAN
1. Harap

penyeto
2. Apabila

STRD

Bengkulu

:::":"::

NIP.

- Gunting disini --

NAMA
ALAMAT

No SKRD
Bengkulu

Yareg Menerima

D. BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

HUKUM DAN
SIA

AHAN DAN KESRA,

,,M.H

Muda
199303 1 002

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


0.

J0.

=

:l n-
:l !lz

dl
E

IlnI
<

t
E

I
at
pl
r0t

dl
tlrll
glzl<

l
Iil<

t
F

rl
otzlalfrt .. ..

zdzo<,f,n
,i 

iQ
 i.

a= .o!oU5a
an-g
^? HIL!

!-o

=
J.-]

-c\

f
(i(*
zaa
<

.E
iU

r-.'d 
N

z.\?
t'

Z
z)

'dE
:l 

D
rd

J 
Jid-

J)a^+
r 

!k;i
l1 

A
ilei

z?r-rl:=
=

 
iiA

-o':
coJ m

eF
#

tto 
d<

Y
2

iC
lt<

"4-
J:J

a3 
a * =

 a
r-)-.-rU

l1l

E
T

 E
Y

-!E
)-Jiv#
L, 

U
[I],+

F
>

 '4c\ 418 
D

,1,- 
a 

E
7d, 

oil>
7,a

il=
d.z=

-rz
-F

-4. 
f-Z

+
4

Ij-d=
Lid'r>

Li
>

il,<
2il,tr,a2

<
fntJH

slE
l 

04rn
JO

-zF
F

.0.0.F

Dzlllc0azFzklzfi'o-

IJ

A
I

<
t

dt
E<

i
rrl
irlflF
I

rt;t<
t

F
I

gIzlH
I

3l<
t

dt
olqt

rl=
l

=
I

el^lrLl
!l\IF

I
!''i
cal

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


F
.

z

!o,

driM

zzrnFklM

o

szoFzr0.

t!a

00

zzDo

t-

;J'-]azzJ)c0o

!c

zfE
)

z1ril0.1

= zJ3mna

rO

zzspa

i-

fIz4fnf

cO

zF)ozpazH5

S3

oz

<
I

E
I

al4t
3tpl
!01

0rl
F

.l
rnt
ul
2lE

I
ol
tilE

II
}.t
zlaltrl
2l<

t
ol
2l{lE

I
tst
H

I
zl;rll
*t .. ..

zdz^<4)-,
"]m

il

a€Locdob0au^
^? !H!!

iN

D*]DMzHo0z-oFtszEEE

o0.

z

Jit

JIO
I

^:l
:lal)lm

l
sl&

t
F

I
rdl

zl4tdt
olF

I
!nl
zlH

l
zlol
Z

I
E

I

iltzl4l
zl4l
dtot
ut<

l
;tJI?lxlU

I
r!l
vl5iLI
2t
col

d

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


\*
|:a(,N7 

r-r

m
z

!1!
D

O
N

&

-o+

0-

z

FDzDzHF
"

ot-nso.r

zil.ftlAl,)

zz3F

d
N

Ma

zzzftl

0.
d

rn
o\

zFSD

00

trl

c0o
1..

zFt-trl

\o

ca
ro

DHJzz4.gUzDF

I
+

rm
ao

zFzD0.a
c\

:D5

z

E
I

dtdt
E

al
<

t
al4il
D

I
E

I
illl.l " "
atilt2l$t 

H
<

I 
Y

hl 
E

tlzlF
fl=

E
8ls I
sla R

C
\

oodcooo,

<

xU
)

rdIzoZ
sa3z

zozD3lT
'

cdcd

a€k!Ju0U
^

!td!11
,o .o
o 

(.)

rc\

DJDMzrnmazoxF
"zurnfrl

uz
iE

l

#Irnl
<

t
3lal)lm

l
M

I
F

I
frit
M

l
zl<

t
IlI6l
O

I
zl3t
F

l
zl<

t
dloln-l
<

t

at5t

B
I

ill^lilD
I

F
I

ztf'll
0t
O

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id

